
 
 

 

 
 

 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

 

 NOMOR    15   TAHUN  2014 
 

TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

 

Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan 

rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

 

 b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a 

merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah 

daerah tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam kebijakan 
umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 

yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD Provinsi 
Kalimantan Selatan pada tanggal  6  Agustus Tahun 2014; 

 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015; 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

 

 
 



-2- 
 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi,Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang              

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ; 
 

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4400); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4438); 
 

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

 
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5234); 

 

 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4712); 

 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4502 ) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 5340); 
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 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010               
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5155); 

 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
 

 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006               
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4614); 

 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelakanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia                  

Nomor 2209); 
 

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri                 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan 
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 167); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 540); 

 
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

 

 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2007 Nomor 13); 

 
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 
Nomor 2); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1.  Pendapatan Daerah      Rp4.711.601.442.000,00 
2.  Belanja Daerah                Rp5.246.601.442.000,00(-)  

     Surplus/(Defisit)  Rp(535.000.000.000,00) 

 

3.  Pembiayaan Daerah: 
 a. Penerimaan  Rp 566.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran  Rp   31.000.000.000,00 (-)  

   Pembiayaan Netto    Rp535.000.000.000,00(+) 
   SILPA Tahun Berkenaan:  Rp                         0,00 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                 Rp3.001.297.216.000,00 

 b. Dana perimbangan sejumlah        Rp1.354.100.536.000,00 

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah   Rp356.203.690.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan :  

 a. Pajak daerah sejumlah          Rp2.648.326.199.000,00  
 b. Retribusi daerah sejumlah          Rp20.152.379.000,00 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  

     dipisahkan sejumlah          Rp39.275.500.000,00 
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

     sejumlah            Rp293.543.138.000,00 

 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan:  

a. Dana bagi hasil sejumlah     Rp652.375.000.000,00 

b. Dana alokasi umum sejumlah      Rp701.725.536.000,00 
c. Dana alokasi khusus sejumlah     Rp0,00 

 

(4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan hibah sejumlah  Rp27.610.240.000,00 

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  
    sejumlah  Rp328.593.450.000.00 

     

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  

 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah   Rp2.676.957.443.350,00 

 b. Belanja Langsung sejumlah Rp2.569.643.998.650,00 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja:  
 a. Belanja pegawai sejumlah   Rp710.919.876.350,00  

 b. Belanja hibah sejumlah   Rp558.713.830.000,00  

 c. Belanja bagi hasil sejumlah  Rp1.363.227.750.000,00 
 d. Belanja bantuan keuangan sejumlah  Rp34.095.987.000,00 

 e. Belanja tidak terduga sejumlah   Rp10.000.000.000,00 

  
Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
 a. Penerimaan sejumlah   Rp566.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran   Rp31.000.000.000,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
Pembiayaan:  

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

  sebelumnya(SILPA) sejumlah    Rp420.000.000.000,00  
 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah   Rp130.000.000.000,00 

 c. Penerimaan Kembali Dana Talangan sejumlah  Rp16.000.000.000,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

 a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah  Rp15.000.000.000,00 
 b. Dana Talangan sejumlah      Rp16.000.000.000,00 

 

Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 

Organisasi SKPD; 

 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan; 

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

 

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 
 

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap 
Daerah; 

 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 
Anggaran ini; 

 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

 
Pasal 6 

 

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
dengan penetapan Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau 

adanya tambahan dana yang bersifat khusus lainnya, maka dilakukan 

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                
Anggaran 2015. 
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(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mendahului 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2015 melalui 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 

untuk selanjutnya diakomodasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

 
Pasal 7 

 

 (1)  Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan: 

a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015; 

b. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau 

antarjenis belanja dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD;  

c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan 
tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus 

tercapai; dan/atau 

d. dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pengeluaran daerah pada saat tertentu, kekurangannya dapat 
ditalangi dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). 

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai berikut: 

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi 

ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah 

dan/atau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;  

b. bencana alam dan/atau bencana sosial, apabila belanja yang tersedia tidak 

mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya; dan/atau 

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat 

dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah. 

 

 
Pasal 8 

 

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam             
Pasal 7  dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

 

 
Pasal 9 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Pasal 10 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

 
       Ditetapkan di  Banjarmasin 

       pada tanggal   3 Desember 2014 

        
       GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

      TTD 
 

 

            H. RUDY ARIFFIN 

 
Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal  4 Desember 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

       KALIMANTAN SELATAN, 

 
                     TTD 

 

 
MUHAMMAD ARSYADI 

 

 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

TAHUN  2014 NOMOR 15 


